


menyangkut antara

1.::-'-'Landasan-ianciasan dasar untuk
---1'3s-program pendidlkaﬂ perwira
ool dengan U juan institusio-

nai pendidlkan PTIK.

a;:es’asionaf maupun

Kom:51' il berkeyakiﬁah* apa
yang diharapkan tidak jauh. ber
beda dengan:Polriserta-ingin me-
miliki Perwira Polri .yang intelek-
twalitasnya maupun. a-étaraﬁter atau
kharisme kepemtmpl_nara maupun
fisik-dan morai:tinggi-untuk melak-
sanakan tugas sebagai pejuang dan
sebiagal prajurit. 4

Gubernur_ PTIK menjelaskan
hal yang berkaltan dengan penegak
ikum, 'penegak ‘hukum vang
berkuahtas dan manumaw& dengan
pendekatan sistem melalui tiga as-
pek yaitu aspek sub;ek aspek
metode dan aspek objek '

Leb:h lan;ut Gubernur PTIK
men;eiaskan bahwa eksistensi PTIK
dalam ' kaitannyz ‘dengan profesi

_"E.'

menun;ang itmu. dan. dimu . m un

jang pmfess dengan perka gan lain -

b&gs pe!ék_
. ff: paﬂgar |
:-?Seciarzgs«:aﬁ ﬁﬁ?&ﬂ&ﬁ
g;uts e 4 )
1. Pengemiaangars ;aiur pendt@akarz

17 tinggl,  denganiadanya’ Fakuit@s-

'4.-'_-='E§mu Kepolisian (FiK).

25 Sebagaz Eembaga pengembangan
4 ilmu o dan ‘teknciog; Kep =:hs;lan
C{PPITK}.

3. Sebagaz §erﬂbaga Penga;aran Ba

4 Penyaapan peranan perpustaka-
an Polri. -

--Hasil .proses didik di PT%K dn
harapkan mempercleh out. put.pos-
tur.-perwira.Polri yang :

1. Hmuwan, yakni memiliki ke-
_"'mampuan akademik_ bidang N
- .mu_ Kepolisian, yang m pu

berpikir dan bertindak_s
terencana, sistematik, obyek-
tif, sehingga mampu menjawab
iantangan dan hambatan‘terha-
dap berbagai permasalahan di
masyarakat terutama dalam ma-







perlu dilaksanakan dengan pe-
nuh tanggung jawab oleh semua
apafat penegak hukum kita.

Ra_pcangan Undang-Undang
(RUU) Kepolisian yang baru

um:uk menggentakan Undang-
_-___mentainya namun apabila ma-

Komls: 1l DPR Rl mencatat
bahwa ‘setelah mendengar dan

""!h‘ er: pat peﬁy;mpang'h di

) -'-E;Iajan faktor-faktor nega‘tif' yang
* dapat mempengamhx proses pen-

mempelajari apa dan bagaimana

penyelenggaraan  pendidikan
PTIK dilaksanakan, berkeyakin-
an bahwa out puinya “akan
menghasilkan  Perwira-Perwira
Polri yvang. baik termasuic. aspek

Y | ._:';:_PTi_K_s;ebagai Lembaga Penda
_;‘i’dlkan Tinggi vang sangat ldeai
- untuk menghasilkan aparat pe-
negak ‘hukum yang berkualitas
- __dan manusmm maka berangkat
- dari ‘idealisme tersebut di- atas,
' -'_sebmknva kurikulum. PTIK te-
R rus dikembangkan '

(Disar:_kan_ : D_i_'s_. S. Haghpgem'_'g)rno)
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Pandangan 'Ilmuwan . Sossai
174 hal 18cm

: \ RI dan_ pertany Anya.
'2 Sympos;um evaluasn peiaksanaan KUHAP ' g
-z-3_ ;Pada rapat: Makehjapoi S .}akarta Mabes Poin 1988 53_-"hél.

Bensn sambutan—sambutan Kapoln yaitu Pertama penjetasan atas
pertanyaan Komisi. 111 BPR—RI pada rapat dengar. pendapat tan gal 28
- September ?988 dt'__ akarta altu tentang koordmas; antara Mabes:
.dan Polda Metro Jaya a!am""upaya pemberantasan perjudian. Peranan
NCB indones:a dalam rangka kerja. sama interpol; Crime total dan. ‘crime
rate: lima . tahun: terakhlr (1983 s/d 1987) d[ Indonesia dan crime. rate
:bebefapa negara di luar. negerl. sl G
Kedua pen;elasan singkat tentang pelaksanaan KUHA? sesuas wewenang
. dan kedudukan Polri dengan s:kap terbuka‘ L
indonesm Mab&s POlfI-—PTIK §

-‘Laporan hasil kunjungan uubemur PT!K dan Gubernur Akpol ke
Perancis, Jerman Barat, Necier!and dan. Inggrus tanggal 8 s/d 29 Dasem_ber
1988, Jakarta : PTIK; 1988. 35 hal. 29 em. : :

~ Laporan berisi hasil kunjungan Gubernur PTlK Bapak Maygen Poi
Drs. Soe‘qxpno ‘dan’ Gubernur ‘Akpol- Bapak Brigien Pol Drs. Bambang
Daroendrijo pada tanggal 12 s/d 14 -Desembér 1988 dalam rangka meng-
hadiri symposium for Heads of Police college ke VIl yang diselenggarakan
oleh 1CPQ Interpol di Saint Cloud Paris.







'_'Dlsusun dengan SIstumati ka sebagal benkut

" _:'Keputusan Presaden Ri Nomor 58 tahun 1985 tentang pengesahan
- ‘agreement on- “the recognltlon of domlst;c drlwmg Eecendes :ssued by
: gAsean Countries _ . T
L Mentert Perhubungan N' ';::"KM 170/ 1/Phb/75 tentang Perambuan

._,Surat Keputusan “No.Pol.:; Skep/ 1?4/ IV/1887 tentang berlakunya
- surat-ijin ‘mengemudi domestlk negara—negara Asean di wilayah indo-
nesia dan sebaliknya. - -

9 Daf‘tar alamat kantor polisi latu imtas di indonesia.
10+ Peratu_ran teq_ta_ng SIM, _STN_K dan BPKB.

~ +—0000000—




TJOEK SOEYONO S. MPA






